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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara jelas mengenai komparasi prosedur penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang bersumber dari kepustakaan yang kemudian dilakukan deskripsi dan dikomparasikan antar kedua sistem hukum yaitu prosedur penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama dan prosedur penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Negeri.
Prosedur penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri pada dasarnya adalah sama, namun di pasal 54 Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa pada dasarnya hukum acara yang berlaku dalam Pengadilan Agama adalah sama dengan di Pengadilan Negeri, kecuali ditentukan lain di undang – undang ini. Dan perlu dikomparasikan keduanya untuk menemukan persamaan dan perbedaan nya,
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Abstract
“DIVORCE SETTLEMENT PROCEDURE IN RELIGIOUS COURT AND DISTRICT COURT (DESCRIPTIVE – COMPARATIVE STUDY)”
 This study aims to identify and understand clearly about comparison the divorce settlement procedures in the Religious Court and the District Court, this study used a normative research sourced from the literature and then description and comparison made ​​between the two legal systems that divorce settlement procedures in the Religious Court and divorce settlement procedures in the District Court.
Divorce settlement procedures in the Religious Court and the District Court essentially are the same, but in the Article 54 of Act Number 50 of 2009 on the Second Amendment Act Number 7 of 1989 about Religious Courts explained that basically the procedural law applicable in the Religious Courts is the same as in the District Court, unless otherwise provided in the this law. And the comparison it is necessary both to find similarities and the differences.
Keyword: Procedure, Settlement, Divorce, Religious Court, District Court


I. PENDAHULUAN

Peradilan adalah salah satu institusi yang berperan di dalam mewujudkan keadilan yang hidup di tengah – tengah masyarakat. Dapat dikatakan bahwa, peradilan adalah suatu sistem yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain terkait dengan proses atau mekanisme penyelesaian suatu sengketa di lembaga pengadilan untuk memperoleh suatu keadilan bagi masyarakat. Jadi, kedudukan antara sistem peradilan dengan lembaga peradilan yang kemudian disebut pengadilan saling terikat dalam suatu prosedur penyelesaian sengketa di masyarakat dan mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. [footnoteRef:2] [2:  	Edi Riadi, Hukum Acara Perdata Islam (Studi Hadist Ahkam tentang Hukum Acara Perdata), Suara Uldilag Mahkamah Agung RI, (Jakarta: Pokja Perdata Agama Mahkamah Agung RI, 2005), Vol. II No. 7 September 2005, hlm. 47.] 

Prosedur penyelesaian perkara perceraian dalam peradilan adalah salah satu jenis perkara yang mengalami problematika sosiologis di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat masalah – masalah sosial yang berkembang di masyarakat terkait perkawinan seperti masalah kawin lebih dari satu orang, yang di mana dalam banyak kasus kawin lebih dari seorang atau poligami banyak merugikan masyarakat terutama perempuan dan anak – anak yang terdapat dalam perkawinan tersebut. Dan jika terjadi kegagalan dalam perkawinan justru permasalahan lain turut muncul, permasalahan ini tidak lain adalah kedudukan istri dan anak – anak yang menjadi korban ketidakadilan dalam perkara perceraian. Permasalahan di atas tentunya membutuhkan berbagai penanganan khusus dalam upaya penyelesaian perkara. Selain itu,  belum adanya penyesuaian dinamika tata cara pemeriksaan perkara perkawinan dalam rangka menjembatani tuntutan praktek dan kesadaran masyarakat.

Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama membawa kejernihan dan kejelasan fungsi dan kewenangan Peradilan Agama sebagai salah satu peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman. Hal ini ditujukan untuk mendefinitifkan serta mempositifkan bidang hukum perdata apa saja yang menjadi kewenangan yurisdiksi lingkungan Peradilan Agama, terutama saat berhadapan dengan lingkungan Peradilan Umum. 
Sebagaimana dalam Pasal 54 Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa hukum acara pada Pengadilan Agama adalah sama dengan hukum acara pada Pengadilan Negeri kecuali ditentukan lain oleh undang – undang ini.
Berdasarkan ketentuan di atas, hal ini justru menyiratkan bahwa di Pengadilan Agama terdapat mekanisme hukum acara perdata yang diatur secara khusus di dalam undang – undang yang tentunya berbeda dengan mekanisme yang terdapat di Pengadilan Negeri, meskipun dalam prosedurnya secara umum masih memiliki kesamaan dengan prosedur yang digunakan dalam Pengadilan Negeri. 
Jika menelusuri lebih jauh, banyak perbandingan konsep – konsep di dalam prosedur penyelesaian perkara perceraian yang terdapat di dalam Pengadilan Agama dengan prosedur penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri. Pada akhirnya, komparasi ditujukan untuk melihat kesamaan, memperbandingkan dan menguatkan kedudukan masing – masing institusi peradilan yang menangani kasus sengketa perkawinan dalam kaitannya dengan perkara perceraian, ditinjau pula dari segi aturannya secara yuridis – normatif disertai teknis pelaksanaan hukum formalnya. 
Berdasarkan latar belakang diatas maka dirusmuskan beberapa permasalahan yaitu : 1) Bagaimanakah Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri?; 2) Apa sajakah Persamaan dan Perbedaan Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri?
Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan memahami prosedur penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri; 2) Untuk mengatahui dan memahami apa saja yang menjadi persamaan dan perbedaan prosedur penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.
Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 1) Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum acara perdata; 2) Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi aparatur penegak hukum secara khusus dan masyarakat pada umumnya.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersumber dari bahan hukum kepustakaan dan aturan perundang – undangan, dan metode pendekatannya adalah metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), dan Pendekatan Komparatif (Comparative Approach.).


II. PEMBAHASAN

A. Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri
Berdasarkan Pasal 54 Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang – undang ini. Dalam ketentuan ini terdapat rumusan “kecuali ditentukan secara khusus dalam undang – undang ini” menyiratkan ada beberapa prosedur khusus di dalam penyelesaian perkara khususnya masalah perceraian yaitu meliputi asas hukum di Pengadilan Agama, Pejabat teknis yang menangani perkara, dan prosedur teknis admisitratif dan yudisial di Pengadilan Agama.
Beberapa asas hukum dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama meliputi: asas personalitas keislaman, asas kebebasan / kemerdekaan, asas ishlah, asas tertutup untuk umum, asas pemeriksaan oleh hakim, asas pemeriksaan 30 hari, Asas pemeriksaan In Person, Asas Equality, Asas Aktif Memberikan Bantuan.
Kemudian Pejabat Teknis yang berperan dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama pada dasarnya bersyaratkan agama Islam yang terdiri atas pimpinan Pengadilan yakni ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama yang bertugas dalam mengawasi koordinasi hakim Pengadilan Agama di dalam menangani perkara perceraian, serta bertanggung jawab di dalam kelancaran proses penyelenggaraan admistrasi perkara dan yudisial perkara perceraian di Pengadilan Agama. Kemudian hakim Pengadilan Agama bertugas di dalam menerima, memeriksa, mengadili serta memutus perkara yang masuk di kepaniteraan Pengadilan Agama, panitera memiliki tugas di dalam membantu tugas hakim mulai dari proses administrasi perkara hingga proses yudisial, juru sita bertugas di dalam menjalankan tugas dari pimpinan Pengadilan Agama dan majelis hakim di dalam memanggil para pihak dan saksi serta melakukan penyitaan terhadap objek perkara.
Kemudian prosedur administratif atau proses pengajuan perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama dilakukan dengan pola Bindalmin sebagaimana dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 43/TUADA-AG/III-UM/XI/1992.[footnoteRef:3] diawali dengan pengajuan permohonan talak/gugatan cerai bagi suami atau istri yang beragama Islam di kepaniteraan yakni ke meja I beserta foto copy buku nikah, akta kelahiran, kartu keluarga, aset selama menikah dan lain-lain. Kemudian petugas meja I menaksir panjar biaya perkara yang harus dibayar Pemohon/Penggugat apabila tidak mampu dapat mengajukan prodeo, selanjutnya permohonan/gugatan dicatat dan diberikan nomor register perkara. Berkas tersebut diserahkan ke Ketua Pengadilan Agama untuk dipelajari kemudian menetapkan majelis hakim dan panitera. Majelis hakim yang sudah ditetapkan maka selanjutnya majelis menetapkan hari sidang perceraian dalam waktu 7 hari yang selanjutnya majelis memerintahkan juru sita memanggil para pihak. Pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.[footnoteRef:4]   [3:  	http://areabeku.blogspot.com/ diakses pada tanggal 25 Desember 2013 pukul 0.09 WITA.]  [4:  	Indonesia, Undang – undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 50 Tahun 2009, LN. No. 159 Tahun 2009, TLN. No. 5078, Psl. 68 ayat (1).] 

Setelah proses administrasi selesai, maka proses yudisial atau pemeriksaan perkara dilangsungkan di ruang sidang yang dimana pada sidang pertama majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, 	Jika ternyata dalam upaya mediasi yang dilakukan oleh para pihak tidak berhasil, maka hakim mediator akan mengeluarkan penetapan bahwa upaya mediasi dinyatakan gagal, sehingga proses dilanjutkan ke persidangan biasa / pokok yakni pembacaan surat permohonan atau gugatan di muka sidang di persidangan selanjutnya.[footnoteRef:5] Selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan permohonan/gugatan dimuka sidang yang dimana formulasi permohonan talak oleh suami/gugatan cerai oleh istri adalah sama terdiri atas identitas pihak,  posita dan petitum. Kemudian dilanjutkan dengan pengajuan jawaban atas gugatan yang berisi eksepsi dan gugatan tambahan bagi istri. Proses replik oleh Penggugat dan duplik oleh Tergugat. Kemudian pembuktian yang terdiri alat bukti surat, keterangan saksi khususnya dari pihak keluarga yang dibentuk hakam, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Setelah pembuktian dilanjutkan proses kesimpulan pemohon/penggugat dan termohon/tergugat. Putusan akhir adalah final dari rangkaian sidang yang dimana putusan permohonan talak sifat putusannya berbentuk “deklaratoir” dan gugatan cerai berupa putusan yang bersifat “konstitutif” dan “declaratoir”. Formulasinya terdiri atas irah-irah “Bismillahirrahmanirrahim” dan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, identitas para pihak, pertimbangan hukum mengenai peristiwa dan tentang hukumnya, dan amar majelis hakim yang dicantumkan masa iddah istri. Selanjutnya proses ikrar talak oleh suami yang harus dihadiri istri dan disaksikan oleh majleis hakim dan panitera. [5:  	Het Herzeine Indonesisch Reglement (HIR) pasal 132 (a) / Rechtsreglement Buitengeweschten (RBg) pasal 158.] 

Proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Negeri sebagaimana seperti di Pengadilan Agama terdiri atas asas hukum di dalam prosesnya meliputi asas hakim bersifat menunggu, asas hakim bersifat pasif, asas audi et alteram partem, asas persidangan tertutup untuk umum, asas putusan disertai alasan, asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan, asas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Asas Berperkara Dikenakan Biaya, Asas Actor Sequitor Forum Rei, asas ultra petita partium.
 Kemudian pejabat teknis yang memproses perkara cerai di Pengadilan Negeri yaitu pimpinan Pengadilan Negeri terdiri ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri yang bertugas dalam mengawasi jalannya proses peradilan dan bertanggugjawab di dalamnya. Kemudian hakim di bidang keperdataan Pengadilan Negeri juga bertugas didalam menangani perkara seperti perceraian untuk diadili dan diputus seadil – adilnya. Panitera Pengadilan Negeri juga bertugas di dalam membantu tugas hakim. Dan juru sita bertugas di dalam memanggil para pihak dan menyita objek perkara yang berkaitan dengan perkara cerai di Pengadilan Negeri.
Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/012/SK/III/1988 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001/SK/1991. Merupakan pola Bindalmin yang merupakan proses administrasi pengajuan perkara cerai suami dan istri yang beragama non muslim ke Pengadilan Negeri yang dimana prosesnya meliputi: a) pencatatan perkara cerai di kepaniteraan; b) pembayaran panjar biaya perkara atau bagi yang tidak mampu dapat izin prodeo; c) persiapan sidang berupa pengkajian berkas perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri dan penetapan majelis hakim dan panitera serta pemanggilan para pihak.
Setelah selesai proses administrasi maka dilanjutkan dengan tahap yudisial yang meliputi: a) sidang pertama berupa sidang perdamaian suami atau istri oleh majelis hakim; b) gugatan cerai oleh pihak suami atau istri dengan formulasi identitas pihak, posita dan petitum; c) jawaban atas gugatan; d) replik dan duplik; e) pembuktian berupa pengajuan alat bukti surat, saksi yang diutamakan dari pihak keluarga, pengakuan, persangkaan dan sumpah; d) kesimpulan oleh pihak penggugat dan tergugat; f) putusan akhir yang sifatnya condemnatoir dan formulasinya terdiri atas: 1) irah – irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA; 2) nomor register perkara; 3) identitas para pihak; 4) tentang duduk perkara dan hukumnya; 5) Amar Putusan dan tanda tangan putusan.
B. Persamaan dan Perbedaan Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri
I. Persamaan Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian
Jika kembali meninjau pasal 54 Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dimana hukum formilnya memiliki kesamaan dengan di Pengadilan Negeri sebagaimana dalam Undang – undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Peradilan Negeri, Undang – undang Perkawinan, dan PP Nomor 9 Tahun 1975. Untuk itu kesamaannya terdiri atas kesamaan asas hukum yaitu asas hakim bersifat menunggu, asas persidangan tertutup untuk umum, asas Audi Et Alteram Partem, asas putusan disertai alasan, asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan, asas DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, asas mendamaikan kedua belah pihak, asas ultra petita partium, asas berperkara dikenakan biaya.
Kesamaan pejabat teknis yang menangani proses perkara perceraian antara kedua pengadilan meliputi kesamaan tugas dan fungsi pimpinan pengadilan, hakim pengadilan memiliki tugas dan fungsi yang sama dalam menangani perkara cerai, dan adanya kesamaan tugas dan fungsi panitera dan juru sita masing – masing pengadilan.
Kesamaan juga terdapat setiap tahapan proses penyelesaian perkara perceraian yakni meliputi proses pengajuan perkara dituangkan dalam suatu pola yang disebut pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (BINDALMIN). Perkara yang masuk ke pengadilan harus dicatat terlebih dahulu. Selanjutnya pihak yang berperkara harus membayar sejumlah panjar biaya perkara sebagai uang muka (voorschof), bahkan penggugat yang tidak mampu membayar dapat mengajukan izin prodeo agar dapat berperkara secara gratis. Setelah perkara yang diajukan telah tercatat dan dibayar uang panjar perkaranya, maka selanjutnya akan diberikan nomor register perkara.  Berkas perkara tersebut selanjutnya diserahkan ke ketua pengadilan untuk dipelajari berkasnya, dan ketua pengadilan menetapkan hakim majelis dan panitera yang membantu hakim. Majelis hakim yang ditunjuk selanjutnya melakukan pemanggilan para pihak oleh juru sita.
Persamaan proses yudisial terdiri atas proses perdamaian oleh hakim secara imperatif dalam upaya menyelamatkan rumah tangga, adanya kesamaan gugatan cerai sebagai gugatan contentiosa terdiri Penggugat dan Tergugat, kesamaan formulasi gugatan antara kedua pengadilan dan alasan gugatan cerai sebagaimana dalam Undang – undang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975.  Kesamaan juga yakni kebolehan dalam penggabungan gugatan lain seperti hak asuh anak, nafkah, harta gono – gini dan biaya alimentasi anak, kesamaan juga terdapat dalam alur persidangan dan formulasinya. Dalam tahap pembuktian sama – sama boleh mengajukan saksi yang berasal dari keluarga dekat para pihak. Dan tahap putusan dilakukan dalam sidang terbuka dan sama – sama mengenal putusan condemnatoir, dalam hal ini putusan kedua pengadilan sama – sama mencantumkan irah – irah DEMI KEADILAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, identitas Penggugat dan Tergugat, pertimbangan hukum, amar putusan kemudian penandatangan putusan.
II. Perbedaan Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian
Perbedaan prosedur proses penyelesaian perkara antara kedua pengadilan meliputi perbedaan yang disebabkan adanya kekhususan yang terdapat di Pengadilan Agama dibandingkan Pengadilan Negeri meliputi perbedaan asas yaitu asas personalitas keislaman yang dimana di rasionalitasnya adalah perkara cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama diajukan oleh suami istri beragama Islam dan ditangani pejabat yang bergama Islam dan berpendidikan sarjana Islam sedangkan di Pengadilan Negeri tidak ada pembatasan semacam ini. Asas Actor Sequitor Forum Rei antara kedua pengadilan berbeda, yang dimana pengajuan permohonan talak/gugatan cerai ke Pengadilan Agama diutamakan di daerah kediaman istri bukan suami, sedangkan di Pengadilan Negeri diutamakan di daerah kediaman tergugat entah suami atau istri yang menjadi tergugat. Penguatan asas equalitas di Pengadilan Agama semata – mata untuk memperkuat kedudukan istri agar memberikan keadilan pada istri dalam menuntut haknya. 
Perbedaan selanjutnya terdapat dalam pejabat teknis yang mengadili perkara yang dimana secara keseluruhan pejabat teknis di Pengadilan Agama harus beragama Islam sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang – undang Peradilan Agama karena hal ini berkaitan dengan melekatnya asas personalitas keislaman, bahkan dalam hal ini hakim juga wajib berpendidikan minimal sarjana hukum yang menguasai hukum Islam atau sarjana syariah. Berbeda dengan di Pengadilan negeri tidak ada pembatasan agama tertentu untuk syarat menjadi hakim, panitera maupun juru sita. 
Perbedaan selanjutnya adalah pada proses pengajuan perkara ke pengadilan yang dimana bagi suami istri yang beragama Islam mengajukan perkara cerainya ke Pengadilan Agama dan yang non Islam ke Pengadilan Negeri hal ini merupakan konsekuensi dalam pasal 2 Undang – undang Perkawinan yang kemudian ditransformasikan ke dalam Undang – undang Peradilan Agama dan undang – undang Peradilan Negeri. Selain itu, di Pengadilan Agama aturan yang berlaku dalam pola BINDALMIN yaitu Keputusan Mahkamah Agung Nomor 001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 43/TUADA-AG/III-UM/XI/1992. Sedangkan untuk Pengadilan Negeri Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/012/SK/III/1988 tanggal 18 Maret 1988 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001/SK/1991.
Perbedaan proses yudisial meliputi perkara yang diajukan yang dimana di Pengadilan Agama mengenal adanya permohonan talak oleh suami sedangkan di pengadilan Negeri hanya gugatan cerai saja. Kemudian asas sequitor forum rei Pengadilan Agama merujuk pada daerah kediaman istri hal ini dikarenakan kedudukan istri sebagai kaum yang lemah karena akibat dari perceraian untuk itu diutamakan hal semacam itu, jika tidak diketahui atau meninggalkan kediaman tanpa izin atau sepengetahuan suami baru merujuk Pengadilan Agama daerah suami. Berbeda di pengadilan Negeri hanya ada gugatan cerai baik suami atau istri yang cerai, dan diajukan menurut daerah kediaman tergugat entah suami atau istri.
Kemudian perbedaan alasan permohonan talak/gugatan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama ditambahkan dengan alasan “suami melanggar taklik talak” dan “salah satu pihak keluar dari agama Islam atau murtad” sebagaimana dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto penjelasan pasal 39 Undang – undang Perkawinan juncto pasal 116 KHI. Dalam pembuktian kesaksian dalam hal ini memang sama – sama boleh mendengarkan saksi dari keluarga dekat, hal tersebut merupakan konsepsi hukum acara Pengadilan Agama yang kemudian dikenal hakam dan diaplikasikan di Pengadilan Negeri, namun hal itu di Pengadilan Negeri tidak dikenal hal itu tetapi aplikasinya sama.
Pada putusan hakim perbedaan putusan Pengadilan Agama karena adanya permohonan talak yang sifatnya volunter maka putusannya berupa penetapan yang bersifat deklaratoir. Dan untuk gugat cerai yang contentiosa maka putusannya adalah konstitutif dan condemnatoir. Namun di Pengadilan negeri karena tidak mengenal adanya permohonan talak maka tidak ada namanya penetapan. Dalam formulasi putusan/penetapan di Pengadilan Agama dicantumkan tambahan BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM sebelum irah – irah putusan. Kemudian identitas pihak yang mengajukan perkara talak maka berupa PEMOHON dan TERMOHON sedangkan di Pengadilan Negeri hanya PENGGUGAT dan TERGUGAT. Dalam amar putusan dicantumkan masa iddah istri.
Perbedaan selanjutnya adalah mengenai adanya pengucapan ikrar talaq di Pengadilan Agama yang dimana proses ini tidak dikenal di Pengadilan Negeri. kembali lagi bahwa proses ini bukanlah proses perkara perceraian bagi orang non Islam. Sehingga Pengadilan Agama berwenang mengeluarkan akta cerai sedangkan Pengadilan Negeri tidak.


III. PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Persamaan Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri:
Adapun persamaan yang terdapat di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri meliputi kesamaan asas hukum yang berlaku di Pengadilan Agama adalah sama yang ada di Pengadilan Negeri. Kemudian, pejabat teknis yang mengadili perkara perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam ruang lingkup tugas dan fungsinya adalah sama, kesamaan tugas dan fungsi dalam hal ini meliputi pejabat teknis pada pimpinan pengadilan yaitu ketua dan wakil ketua pengadilan, hakim, panitera dan juru sita.
Kesamaan terdapat pada proses administrasi yakni proses pengajuan perkara dengan mekanisme Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (BINDALMIN). Dalam pola ini meliputi proses pengajuan perkara oleh para pihak ke kepaniteraan pengadilan, kemudian pembayaran panjar biaya perkara dan pemberian nomor register perkara, lalu pelimpahan berkas perkara ke ketua pengadilan yang dilanjutkan penunjukan hakim majelis, panitera dan juru sita, pemanggilan para pihak dan para saksi.
Kesamaan prosedur penyelesaian perkara perceraian secara yudisial juga meliputi proses perdamaian / mediasi, proses gugatan oleh pihak Penggugat, jawaban atas gugatan oleh Tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan akhir. Dalam formulasi gugatan cerai antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri memiliki kesamaan sistematika secara umum meliputi identitas, posita,dan petitum. Untuk pembuktian secara umum terdapat kesamaan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang meliputi alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan yang sama – sama tidak diakui di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, dan sumpah.
Dalam putusan akhir oleh majelis hakim di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri secara umum hampir sama, kesamaan dalam hal ini berkaitan dengan formulasinya hampir sama meliputi pencantuman asas DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA pada kop putusan, lalu nomor register perkara yang dicantumkan, pencantuman secara jelas identitas suami dan istri, pencantuman tentang duduk perkara dan tentang hukumnya karena berkaitan dengan asas putusan harus disertai alasan – alasan, kemudian pencantuman amar putusan dari pertimbangan tersebut, terkahir adalah tanda tangan putusan oleh majelis hakim, dan panitera. Putusan dalam hal ini harus dibacakan di muka sidang secara terbuka untuk umum baik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.
2. Perbedaan Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri
Perbedaan dalam hal ini meliputi perbedaan asas yang melekat di Pengadilan Agama yaitu asas personalitas ke – Islaman, asas Ishlah, Asas hakim memberikan bantuan, asas Actor Sequitor Forum Rei pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri cenderung berbeda karena secara utama perkara cerai diajukan ke Pengadilan Agama daerah kediaman istri sedangkan Pengadilan Negeri diajukan ke Pengadilan Negeri daerah hukum tergugat entah suami atau istri, dan asas Equality.
Perbedaan juga melekat pada pejabat teknis antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. perbedaan ini meliputi persyaratan sebagai pejabat teknis Pengadilan Agama berbeda dengan Pengadilan Negeri karena syarat wajib beragama Islam berbeda di Pengadilan Negeri tidak ada pembatasan syarat agama. Bahkan hakim Pengadilan Agama harus sarjana syari’ah, sarjana hukum Islam tidak seperti di pengadilan Negeri tidak ada pembatasan.
Prosedur teknis secara administratif di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri juga berbeda, yang dimana di Pengadilan Agama menggunakan aturan sesuai KMA Nomor 001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 dan KMA Nomor 43/TUADA-AG/III-UM/XI/1992 tanggal 4 April 2006 sebagai pola Bindalmin. Sedangkan di Pengadilan Negeri menggunakan aturan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/012/SK/III/1988 tanggal 18 Maret 1988 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/001/SK/1991 sebagai pola Bindalmin.
Untuk prosedur teknis secara yudisial antara Pengadilan Agama dan Pengadilan negeri berbeda pada permohonan talaq oleh suami sedangkan di Pengadilan Negeri hanya terdapat gugat cerai baik suami atau istri. Selanjutnya perbedaan asas actor sequitor forum rei yang dimana perkara cerai diajukan diutamakan pengadilan tempat kediaman istri sedangkan Pengadilan Negeri justru tempat kediaman tergugat entah suami atau istri. Formulasi gugat cerai pada Pengadilan Agama berbeda dengan Pengadilan Negeri yakni di Pengadilan Agama harus mencantumkan cerai talaq sebagai pokok dan gugatan lain sebagai accessor. Kemudian alasan permohonan talaq dan gugat cerai di Pengadilan Agama terdapat penambahan alasan cerai yaitu suami melanggar taklik talaq dan salah satu pihak murtad atau keluar dari agama Islam.
Perbedaan lain yakni dalam putusan hakim Pengadilan Agama dikenal putusan yaitu penetapan yang bersifat deklaratoir yaitu menyatakan dan condemnatoir kemudian putusan yang bersifat konstitutif yaitu menyatakan dan condemnatoir. Sebaliknya di Pengadilan Negeri hanya mengenal gugat cerai maka putusannya bersifat konstitutif dan condemnatoir. Pada formulasi putusan / penetapan Pengadilan Agama yang menambahkan pencantuman BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM sebelum pencantuman asas DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Lalu pencantuman identitas PEMOHON dan TERMOHON pada permohonan talaq hanya terdapat pada penetapan di Pengadilan Agama. Dan pada amar putusan Pengadilan Agama mencantumkan masa iddah istri sedangkan hal ini tidak ada di Pengadilan Negeri.
Selanjutnya perbedaan lain adalah adanya ikrar talaq oleh suami di Pengadilan Agama yang tidak berlaku di Pengadilan Negeri, sehingga dalam hal ini penetapan hakim atas ikrar talaq sekaligus sebagai akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, sedangkan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk itu justru Kantur Catatan Sipil yang berwenang mengeluarkan akta cerai. 
A. Saran
Perlunya pengkhususan secara tegas prosedur penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, dalam hal ini adalah untuk memberikan pemahaman secara jelas kepada masyarakat awam tentang proses pengajuan perkara hingga proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Komparasi ini ditujukan untuk mencari perbedaan yang terdapat dalam masing – masing lingkungan pengadilan yang dimana terdapat efektivitas – efektivitas dalam memberikan keadilan bagi suami istri yang akan bercerai. Selain itu, perlunya konsep keseimbangan dalam proses penyelesaian perkara perceraian yang sifatnya disesuaikan dengan kodrat dan kondisi dari masing – masing pihak yang dimana khususnya istri selaku kaum perempuan yang akan bercerai agar kepentingan dan hak-nya lebih terlindungi di mata hukum.
Namun kembali lagi bahwa terkait proses penyelesaian perkara perceraian antara kedua pengadilan agar sama – sama mengedepankan dan memperkuat kedudukan upaya perdamaian secara kekeluargaan antara suami dan istri, karena seperti yang diketahui perceraian memberikan dampak buruk terhadap hubungan keluarga suami dan istri bahkan kehidupan anak. Setidaknya perbandingan ini menunjukkan bahwa ada kekhususan – kekhususan tertentu yang disesuaikan dengan dinamika sosial dan hukum masyarakat, karena seperti yang kita tahu bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai agama, untuk itu bagi perceraian suami atau istri yang beragama Islam sudah ada lembaga yang berwenang mengadili yaitu Pengadilan Agama. Sedangkan Pengadilan Negeri diperuntukkan bagi suami atau istri non Islam yang akan melakukan perceraian.
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B. Peraturan Perundang – undangan

Het Herzeine Indonesisch Reglement (HIR).

Rechtsreglement Buitengeweschten (RBg). 

Reglement op de Rechtsvordering (RV). 

Indonesia, Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia, Undang – undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang – undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Indonesia, Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).  

C. Website
http://areabeku.blogspot.com/


